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MOTTO

Akal dan ilmu ibarat jiwa dan raga
Tanpa raga, jiwa banyalah udara hampa

Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tanpa makna

( Kahlil Gibran )

Berusahalah untuk membuat mimpi menjadi kenyataan

Dan

PMerubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin

( Pribadi )

Hidup seperti lilin lebih mulia daripada bidup seperti gula
¢Gula rela bancur hanya untuk kenikmatan semata

Sedangkan lilin rela hancur untuk sebuah penerangan

( Pribadi )
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BAB I it § i
PENDAHULUAN

| e

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, yang merupakan salah
satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta memiliki
wilayah geografis yang luas. Kekayaan akan sumber daya alam dan sumber daya
manusia di Indonesia merupakan suatu modal untuk meningkatkan pembangunan
nasional yang mencakup berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, budaya
maupun politik. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila sebab kemakmuran dan
keadilan merupakan cermin keberhasilan suatu bangsa dalam membangun
kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan suatu pembangunan tidak akar{
terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerinah dengan masyarakat,
oleh karena itu antara pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung satu
sama lain. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sebaliknya masyarakat
harus berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu pembangunan yang lebih
berkualitas. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan mentaati
peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk selalu membayar pajak
tepat pada waktunya.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang sifatnya dapat
dipaksakan, sebab pemungutan pajak di Indonesia dilindungi oleh dasar hukum
yaitu undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan.
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara, misalnya untuk
biaya pengembangan tekhnologi, biaya kunjungan presiden ke negara lain, biaya
impor barang, dan lain-lain. Pemungutan pajak diharapkan tidak membebani
masyarakat sebab pajak itu sendiri dipungut dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, selain itu pajak juga berfungsi untuk
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mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi

Pajak reklame merupakan salah satu Jenis pajak yang pemungutannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ketentuannya dimuat dalam Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 1998. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri ( Daerah Otonom ), yang dibagi menjadi
Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten. Sesuai dengan pembagian Administrasi
Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Daerah dapat
digolongkan menjadi dua macam yaitu, Pajak Daerah Tingkat Propinsi dan Pajak
Daerah  Tingkat Kabupaten. Pemungutan pajak reklame dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran yang terjadi dalam rumah tangga daerah misalnya, biaya perbaikan
sarana pendidikan, biaya perbaikan tempat ibadah, biaya perbaikan jalan, biaya
pengelolaan daerah wisata, dan lain-lain. Pajak reklame adalah salah satu pajak
yamg memberikan pemasukan cukup besar bagi kas daerah, sebab pada masa ini
reklame semakin banyak yang menggunakan. Reklame dianggap sebagai mediator
paling efektif oleh pihak tertentu baik perusahaan maupun perorangan untuk
memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat luas, sehingga produk tersebut
lebih mudah dikenal. Dengan meluasnya penggunaan reklame semakin besar
pajak tang diterima oleh pemerintah daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembor merupakan unsur pelaksana
pemerintah kabupaten di bidang pendapatan, yang dalam melaksanakan tugasnya
di bidang tekhnis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember dj pimpin oleh serang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas
Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang
pendapatan.

Berdasarkan  uraian  diatas maka penulis  mengambil  judul
“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLAME
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi penagihan pajak khususnya
pajak reklame pada Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember.

b. Membantu pelaksanaan administrasi penagihan pajak reklame pada
Dinas  Pedapatan  Dacrah Kabupaten  Jember,  untuk mengetahut,
mendalami, dan mengerti tentang pelaksanaan administrasi penagihan
pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
a. Menambah wawasan pengetahuan, pengalaman  dan  keterampilan
khususnya di bidang administrasi penagihan pajak reklame pada Dinas
Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember.
b. Memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma
I Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nvata
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata
Dalam melaksanakan praktek kerja nyata ini, penulis mengambil lokasi pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berada di Jalan Jawa 2
Jember.
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Prakiek kerja nyata ini dilaksanakan selama + 1% bulan. Perhitungan

Jangka waktu tersebut diselesaikan dengan 144 jam efektif sesuai dengan

vang telah dijadwalkan oleh Fakultas. Pembagian waktu Praktek Kerja

Nyata sebagai berikut :

Hari Senin — Kamis  : 07.00 - 14.00 WIB

Hari Jumat :07.00 - 10.00 WIB
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1.4 Bidang llmu

Bidang ilmu yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah yang

berkaitan dengan judul yaitu meliputi

a. dasar-dasar manajemen
b. administrasi perkantoran modern
c. perpajakan

d. referensi dari Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Tember
|

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Berikut ini disajikan rincian Jadwal kegiatan Praktek Kerja

Nyata pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seperti tercantum dalam tabel 1 dibawah

ni.

Tabel 1 : Jadwal Kegiatan Praktek Kerja

Kabupaten Jember

v \

I

No Kegiatan :F
I Mengawali pelaksanaan |
Praktck kerja Nyata 1
2 | Perkenalan dengan |
Karyawan Dinas Pendapatan f
Daerah |
3 | Pelaksanaan Kegiatan ‘
Praktek Kerja Nyata l
4 Penyusunan Konsep Laporan
5 Mengakhiri  Praktek  Kerja
| Nyata - v | L

X

2

*'__H- T : v |
S—— f em— — —

Nyata Pada Dinas Pendapatan Daerah

Minggu Ke

Y
| | |
| | |
]
|
| | |
X X X | X X
j | | X X
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BAB 11
LANDASAN TEORI1

2.1 Administrasi
2.1.1 Pengertian Administrasi
Administrasi sccara ctimologis berasal dari bahasa inggris vaitu dan kata
Administration yang bentuk inifiatif nya adalah ro administre vang diartikan se
bagai ro manage ( mengelola ) atau 1o direcr ( menggerakkan ). Perkembangan
istilah administrasi di Indonesia ada dua macam pandangan yaitu, administrasi
diartikan sebagai tata usaha dan administrasi diartikan sebagai kegiatan
pengelolaan Human Resources dan Material Resources termasuk pengelolaan
informasi atau kegiatan tata usaha.
Secara garis besar administrasi menurat The Lian Gie (1993 ¢ 11 ) mempunyat
dua pengertian
I.Administrasi dalam arti luas
administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha,
kegiatan ini bersifat merencanakan, mengorganisasi. dan memimpin.
2. Administrasi dalam arti sempit
kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha vang bersifal mencatat
segala sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha ( organisasi ) untuk menjadi
bahan keterangan bagi pimpinan.
Berdasarkan pengertian diatas maka yang dima’sud dengan administrasi adalah
segenap proses penyelenggaraan dalam setiap kerjasama sekelompok orang
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ( The Lian Gie, 1993 :12).
2.1.2 Unsur-unsur Administrasi
Walaupun administrasi merupakan proses penyelenggaraan namun untuk tata
tertib pelaksanaannya dapat dibedakan dalam 8 unsur. ( The Lian Gie, 1993: 10)

vaitu :
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P

engorganisasian .
rangkaian Kegiatan menyusun kerangka vang menjadi wadah bagi segenap

kegiatan dari usaha kerjasama yang bersangkutan.

. Manajemen
rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap
fasilitas kerja agar tujuan ker jasama itu benar-benar tercapai.

. Tata Hubungan

rangkain perbuatan menyampaiakan warta dari satu pthak ke pihak lain dalam

usaha ker jasama itu.

. Kepegawaian

rangkatan perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan

dalam usaha ker jasama itu.

. Keuangan
rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama
itu.

. Perbekalan

rangkaian  perbuatan  mengadakan, mengatur - pemakaian,  mendaftar,
memelthara  sampai menyingkirkan scgenap  perlengkapan  dalam  usaha

Kerjasama itu.

. Tata Usaha

rangkatan  perbuatan  menghimpun  mencatal. mengolah,  menggandakan,
mengirim dan menyimpan keterangan-Keterangan vang diperlukan dalam usaha

ker jasama itu.

. Perwakilan

rangkaian per buatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari

masyarakat sekeliling dalam usaha kerjasama itu.

2.1.3 Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi menurut Soemitra Adi Koesuma ( 1993 :5 ) adalah :

.

memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi vang dianalisis mengenai aktivitas-

aktivitas Operasional vang terdapat dalam perusahaan.
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[N

. memberikan informasi secara terperinci mengenai orang-orang, obyek-obyek,

operasi-operasi,  persetujuan-persetujuan  untuk  melaksanakan keputusan-

keputusan, peraturan dan perjanjian.

[PS]

. mencatat pekerjaan yang harus dilakukan.

4. mengatur komunikasi antara perusahaan dengan konsumen,
%)

menyimpan perhitungan pertanggungjawaban dan relaksanaan pemeriksaan

perusahaan.

2.2 Pajak

2.2.1

Z2.2

2.2.3

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara tetapt berdasarkan
undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal (contra
prestast) yang langsung dapat ditunjukkan dan Jasa yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Soemitro SH, 2001 - 1 dalam
Mardiasmo ).
Sifat Pajak

I. memaksa secara kuat, yuridis dan ekonomi.

[

. idak ada imbalan langsung kepada pembayvar.

(V8]

- sepanjang memenuhi syarat-syarat formil dan materiil maka tidak ada

alternatif untuk mau / tidak mau membavar.

r~
—-—

- peraturan pajak dapat digunakan untuk tujuan budgeter, mengatur dan
tujuan tambahan lainnya.
Unsur-unsur Pajak

I. ada masyarakat / kepentingan umum.

S}

- ada surat ketetapan pajak.

VS

- ada undang-undang pajak yang mendasari.
4. ada penguasa pemungut pajak.

5. ada subyek pajak.

6. ada obyek pajak.

2.2.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk

memungut pajak :
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2

J

. Teor1 Asuransi .
negara melindungi jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat maka rakyat
harus membayar pajak, ibarat suatu premi asuransi yang dijamin

perlindungannya.

. Teort Kepentingan

membagi  beban pajak kepada rakyat berdasarkan kepentingan
perlindungan masing-masing orang. Makin besar kepentingan seseorang

terhadap negara semakin tinggi pajak vang harus dibayar.

. Teort Daya Pikul

pajak dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang / wajib pajak.

. Teorn Bakti

dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari

bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

. Teort Asas Daya Beli

dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara Kemudian negara menyalurkan kembali
kepada masyarakat dalam  bentuk  pemeliharaan  kesejahteraan

masyarakat.

2.2.5 Hukum Pajak

I

2

Hukum Pajak Matcrial

Memuat norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum
yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa vang dikenakan pajak (subyek
pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), tentang timbul dan
hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib

pajak.

. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil

(merupakan wujud pelaksanan hukum pajak materiil).
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2.2.6 Jenis-Jenis Pajak .
I. Menurut golongannya, dibedakan menjadi 2 :
a. Pajak langsung
a.l Ditinjau dari sudut ekonomi. pajak langsung adalah pajak yang
kewajiban membayarnya tidak dapat dibebankan kepada orang lain
/ pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
a.2 Ditinjau dari sudut administrasi, maka yang tergolong pajak
langsung adalah pajak yang cara pemungutannya secara berkala
atau periodik serta terikat pada tahun pajak.
Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan
b. Pajak tidak langsung
b.1 Ditinjau dari sudut ekonomi, pajak tidak lansung adalah jenis pajak
yang kewajiban membayarnya dapat dibebankan atay dilimpahkan
Kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pzrtambahan Nilai
b.2Ditinjau  dari  sudut administrasi, pajak  tidak langsung
pemungutannya tidak periodik atau tidak terikat pada tahun pajak
dalam arti hanya dikenakan setiap ada perbuatan atau peristiwa
yang dijadikan obyek pajak.
2. Menurut sifatnya, dibedakan menjadi dua -
a. Pajak Subyektif
adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya dengan memperhatikan
wajib pajaknya.
b. Pajak Obyektif
adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan

wajib pajaknya.
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3. Menurut lembaga pemungutnya, dibedakan menjadi dua:
a. Pajak Pusat
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga
ncgara.
b. Pajak Dacrah
adalah pajak yang dipungut olch pemerintah dacrah dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran yang terjadi dalam rumah tangga daerah.
2.3 Reklame
2.3.1 Pengertian Reklame
Menurut Perda Kabupaten Jember No. 9 Tahun 1998, reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa, atau orang vyang
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat
oleh umum.
2.3.2 Jenis-jenis reklame yang masih berlaku
Reklame dibedakan dalam dua kategori yaitu -
. reklame tetap, misalnya papan nama atau hillboard
2. reklame Insidentil terdin dari
a. reklame kain
b. reklame melekat ( stiker )
c¢. reklame selebaran
d. reklame berjalan ( terrmasuk pada kendaraan )
e. reklame film ( s/ide )
2.3.3 Obyek dan Subyek Pajak
I. Obyek pajak reklame ialah semua penyelenggaraan reklame.
2. Subyek pajak reklame ialah orang pribadi atau badan hukum yang

menyelenggarakan atau memesan reklame.
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2.3.4 Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah

a. penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. penyelenggaraan reklame melalui televisi. radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

2.3.5 Kawasan / Zone Reklame

Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan  pemantaaten  wilayah

tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

2.3.6 Lokasi / Tempat Pemasangan Reklame
I g

1

[N

(OS]

. Baliho

Pemasangan Baliho

a. diutamakan dilokasi / lempat-tempat pemasangan reklame vang telah
disediakan.

b. ditempat-tempat lain yang ditunjuk dan disetujui oleh pejabat  yang

berwenang.

. Reklame Selebaran

reklame selebaran boleh disebarkan di dalam Kota Jember akan tetapi tidak

boleh dilemparkan / ditaburkan , ditempelkan.

- Reklame Tempel

a. dilarang ditempelkan di shelter bus.
b. apabila ditempelkan di gedung, pagar rumah, tembok atau pohon harus
seizin pemiliknya.

¢. boleh dipasang di pinggiran kota.

. Spanduk

a. diutamakan pada tempat pemasangan reklame yang telah disediakan,
panggung reklame dan sekitarnya serta tidak boleh dipasang melintang di
Jjalan.

b. setelah tempat pemasangan penuh, maka pemasangan diperkenankan

melintang jalan dengan lokasi-lokasi sebagai berikut:
I di sebelah barat kota Jember mulai Jalan Hayam Wuruk ke barat,
2. di sebelah timur kota Jember mulai pertigaan Jalan Letjen S. Parman ke

timur.,
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3. di sebelah utara kota Jember mulai pertigaan Jalan PB. Sudirman, Jalan
Nusa Indah ke utara.
4. sepanjang Jalan Jawa, Jalan Karimata. Jalan Mastrip sesudah bundaran

ke timur.

5. Reklame Tetap

d.

b.

o

reklame tetap yang di pasang di rumah / toko / perusahaan dan bukan milik
rumah / toko / perusahaan tersebut harus meminta izin dari pemilik rumah /
toko / perusahaan yang ditempati dan apabila berakibat lain yang merugikan
menjadi tanggung jawab serta beban pemilik pemasang reklame.

reklame tetap yang dipasang di rumah / toko / perusahaan milik sendiri harus

dijaga keberadaannya agar tidak mengganggeu dan merugikan pihak lain.

- reklame tetap yang dipasang dirumah / toko / perusahaan atas tanah milik

negara maka harus dibayar semuanva sesuai dengan peraturan daerah yang
berlaku.
apabila bentuk, bunyi, teks atau gambar reklame berubah maka harus

dianjukan izin baru.

2.3.7 Pencabutan / Penghapusan / Penurunan Reklame

reklame yang ada harus dicabut / diturunkan apabila:
I. tidak mendapat izin pengesahan dari Dinas Pendapatan  Daerah

Kabupaten Jember,

o

melanggar / tidak mematuhi aturan perundangan vang berlaku.

(%]

mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban umum.
4. penempatan dan isi reklame tidak sesuai atau diadakan perubahan dari
yang diajukan semula.

5. telah habis masa berlaku pajak maupun izinnya.

2.3.8 Hal-hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pemasang Reklame

a. mengajukan izin pemasangan dan menyelesaikan pajaknya pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,

b. dipasang pada tempat yang telah ditentukan sesuai dalam izinnya.

¢. apabila sudah habis masa berlakunya maka pemasang reklame dapat

melakukan perpanjangan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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¢.1 reklame tetap : 2 (dua) minggu sebelum habis n.asa berlakunya izin /
pajaknya harus segera mengajukan perpanjangan.
¢.2 reklame insidentil : 2 (dua) hari sebelum habis masa berlakunya izin /

pajaknya harus segera mengajukan perpanjangan.

- apabila pemasang reklame tidak berniat melakukan perpanjangan maka

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

d.1 reklame tetap : 2 (dua) minggu sesudah habis masa berlakunya izin /
pajaknya segera diturunkan,

d.2 reklame insidentil : 2 (dua) hari sesudah habis masa berlakunya izin /
pajaknya harus segera diturunkan.

scbagal upaya menjalin Kkerja sama yvang baik antara pemasang reklame

dengan pemberi izin, maka untuk penurunan reklame yang sudah habis

masa berlakunya, pemasang reklame diharapkan membayar biaya

penurunan dengan rincian sebagai berikut:

¢. | reklame tetap = 20% dari nilai pembuatan reklame tersebut

e.2 reklame insidentil yang terdiri dari :

- spanduk dan umbul-umbul = Rp 15.000.- / lembar
- baliho = Rp 25.000.- / lembar
- reklame tempel = Rp 5.000.-/lembar

2.3.9 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa

reklame yang dimaksud adalah penjumlahan nilai strategis dan nilai jual obyek

pajak. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik

lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria-kriteria kepadatan

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Nilai

strategis ini ditentukan oleh faktor-faktor :

a.

b.

guna lahan (potensi dari tempat / kawasan dalam mencapai setoran
pemasangan reklame)

ukuran reklame

sudut pandang reklame

kelas jalan
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¢. harga titik / lokasi pemasangan reklame

Nilai jual obyek pajak adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik ataupun penyelenggara reklame termasuk dalam
hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,
pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran. peragaan, penayangan,
pengecatan, pemasangan dan transportasi dan lain scbagainya sampai dengan
rcklame tersebut sclesai. dipancarkan. dperagakan. ditavangkan atau terpasang

ditempat vang telah diizinkan.
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GAMBARAN UMUM OBYEK PEN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Jember bermula sejak tahun 1859 seiring dengan
mulai dikenalnya tanaman tembakau di daerah inj. Berdasarkan Staatblat no. 332
tahun 1929, pada tanggal 1 Januari 1929 secara administratif kota Jember menjadi
Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada tahun 1950 sesuai staatblat no
12 tahun 1950, mulai dibentuk Pemerintah Daerah di Jember yaitu pemerintah
daerah tingkat Il Jember. Selanjutnya sejalan dengan terbentuknya pemerintah
daerah tingkat II Jember, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu unsur
pelaksana pemerintah daerah tingkat Il Jember, salah satu unsur pelaksana
tersebut adalah di bidang pendapatan. Unsur pclaksana di bidang pendapatan
mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Adapun pergantian nama tersebut
adalah sebagai berikut -

I. Dinas Pendapatan Pajak Daerah.

o

- Sub Direktorat Pendapatan Daerah.

s

. Dinas Pendapatan Daerah.

Di dalam unsur pelaksana bidang pendapatan ini termasuk pula di
dalamnya dinas pasar, namun scsuai dengan undang-undang no 22 tahun 1999
tentang pemerintah daerah maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi
dan tata kerja dinas pasar. Sesuai dengan peraturan dacrah no 39 tahun 2000,
dinas pasar lepas dari dinas pendapatan daerah dan berdiri sendiri. Dengan adanya
otonomi daerah, maka terjadi perubahan-perubahan dalam pemerintah daerah.
Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan penuh untuk mengatur rumah
tangganya. Dengan berlakunya otonomi daerah maka terjadi  perombakan-
perombakan dalam organisasi perangkat daerah. Salah satunya adalah di
keluarkannya PP no 8 tahun 2003 vang menggabungkan kembali dinas pasar
dengan dinas pendapatan daerah. Jember yang semula merupakan daerah tingkat

ITkini menjadi daerah kabupaten.
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Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang dalam
p pimp g Kep yang

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati,

yvang dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dacrah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendapatan.

3.2 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

L.

1S

e N

By

10.

S

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.

Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

Meclakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan.

Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.

Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Membina, mengelola dan mengembangkan pasar.

Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi
masyarakat.

Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di
lingkungan pasar.

Menyelenggarakan penarikan / pemungutan pajak dacrah dan retribusi
dacrah serta pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Bupati.

3.3 Wewenang Dinas Pendapatan Daerah

&

S

_b.)

&S e

Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di
bidang pendapatan.

Melaksanakan teknis di bidang pendapatan.

Mengalokasi sumber daya manusia potensial.

Meneliti yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan.
Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja.

Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,
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7. Melaksanakan kegiatan dam keserasian vang  berhubungan dengan
peningkatan pendapatan dacrah,

8. Melaksanakan pengawasan - sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundanng-undangan vang berlaku.

9. Menetapkan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan di bidang
pendapatan.

10. Menyelenggarakan — dan pengawasan - standart  minimal  dj bidang
pendapatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

I'l. Menyusun rencana bidang pendapatan dacrah

12, Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa.

I3. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan dacrah.

14. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan  perundang-

undangan bidang pendapatan daerah.

._.
Ln

- Menetapkan dan memungut pajak daerah dan retribysi daerah sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlakuy.
3.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan kerangka vang dapat menunjukkan segenap
tugas pekerjaan dalam mencapail tujuan suatu oiganisasi. Pada dasarnya dalam
struktur organisasi dapat kita perolch gambaran tentang
l. Besarnya  organisasi termasuk  pembagian isinya  dalam  satuan-satuan
organisasi.
2. Saluran-saluran perusahaan dan tanggung jawab dari pucuk pimpinan sampai
ke bawah dan sebaliknya, serta huhungan—hubungan vang ada diantara satuan-
satuan organisasi, Jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut dan bila perlu

berikut nama jabatannya, tingkat pangkat bahkan potretnya.
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Pada Dinas Pendapatan Dacrah K
1.

!\J

@, W

8.
Masing-masing bagian, bidang dan UPTD
kepala bidang, kepala UPTD vang berada dibaw

kepala dinas. Untuk lebih Jelasnya struktur organisasi dapat di

Kepala dinas

Bagian tata usaha

Bidang perencanaan dan pendataan
Bidang penctapan

Bidang pembukuan dan penagihan
Bidang teknik sarana dan prasarana pasar
Kelompok jabatan fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

berikut -

abupaten Jember, vrganisasi terdiri dari -

dipimpin oleh scorang kepala bagian,
ah dan bertanggung jawab kepada

gambarkan sebagai
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Kepala Dinas

/
-
Kelompok Jabatan Bagian Tata
Fungsional Usaha
I
Sub. Bag. Umum Sub Bagian
Dan Kepegawaian Keuangan
[ 1 M 1 ]
Bidang Bidang Penetapan Bidang Bidang
Perencanaan dan Pembukuan dan Teknik Sarana dan

Penagihan prasarana Pasar

Pendataan ‘

_ |

Seksi Perencanaan, Seksi Perhitungan J

Pengembangan dan ol

Evaluasi
Seksi || Seksi Penerbitan Surat
Pendataan Ketetapan

J

AW F. .

[

Seksi Pembukuan dan
Pelaporan

Seksi Penatausahaan
Retribusi Pasar

Seksi
Penagihan

Seksi
Operasional Pasar

_ UPTD

Gambar I : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Bulan Maret 2004
Sumber Data ' Dinas Pendapatan Daerah Kahimaten Temher Ritlam Marat 3004



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Adapun pembagian tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi
adalah sebagai berikut - *
1). Kepala dinas pendapatan daerah mempunyai tugas vaitu
4. menyusun program kerja di lingkungan kerja.
b. membagi funigsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugas
masing-masing,
¢. memberi  petunjuk  dan bimbingan  sesuai  dengan tujuan  vang telah
ditetapkan.
d. mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembntu dan pelaksanaan yang ada di
lingkungan dinas pendapatan dacrah.
¢. mengevaluasi hasil kerja.
2). Bagian Tata Usaha mempunyat fungsi vaitu
a. melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan
organisasi tata laksana.
b. melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.
¢. melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan dan gaji pegawai.
d. melaksanakan penyusunan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat
dan kearsipan.
¢. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua
unit organisasi di lingkungan dinas pendapatan dacrah.
Bagian Tata Usaha terdiri dari -
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. %
b. Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunvai fungsi vaitu :
a. menyelenggarakan tata usaha Dinas Pendapatan Dacrah.
b. menyelenggarakan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
¢. melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan kesejahteraan pegawai.
d. melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan  serta pengadministrasian

barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain.
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€. menyelengearakan Inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusj
barang dinas.

I. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-
barang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku.

& mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas

h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran
dan perlengkapan.

1. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas.

J. menyelenggarakan persiapan upacara, periemuan dan rapat-rapat dinas serta
persiapan penerimaan dan pengaturan tamu.

k. menyusun formasi pegawar dan perencanaan pegawai.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi vaity -

)

-menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran.
b. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dinas Pendapatan Daerah.

€. mengolah data usaha Keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah.
d. melaksanakan perhitungan anggaran dan ver; tikasi.

o

- menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti Pugi serta
biaya-biaya lain sebagaimana pengeluaran dinas.
g melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang kcuangan
3). Bidang Perencanaan dan Pendataan mempunyai fungsi yaituy -
d. membuat penyusunan rencana di bidang pendapatan.
b. membuat penyusunan kebijakan teknis serty program  kerja tahunan dj
Bidang Pendapatan,
¢. membuat analisa terhadap penggalian potensi daerah dibidang pendapatan.
d. melakukan pendataan terhadap obyek pajak daerah dan retribus; daerah.
¢. melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek pajak
daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak / wajib

retribust.
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f. melakukan pendaftaran  wajib * pajak daerah / retribusi daecrah melalyi
formulir pendaftaran serta menyusun dattar induk vang berkaitan dengan
pendaftaran dan pendataan

g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pendapatan daerah.

h. menginventarisasikan permasalahan di bidang pendapatan serta merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

Bidang Perencanaan dan Pendataan terdiri dari -

a. Scksi perencanaan, pengembangan dan evaluasi.

b. Seksi pendataan.

Scksi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas yaitu:

d. menyusun  rencana pendapatan  daerah melalui program kerja secara
intensitikasi atay ckstensifikasi

b. melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah.

¢. melakukan pengkajian terhadap pengembangan obyek-obyek pajak daerah
dan retribusi daerah

d. mengadakan pengawasan, pengendalian dan cvaluasi secara Heriodik atas
penerimaan yang bersumber dari pajak daerah. retribusi daerah, bagian laba
Badan Usaha Milik Negara dan penerimaan lain-lain.

Seksi Pendataan mempunyai tugas yaity -

a. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaltaran yang telah

diisi oleh wajib pajak dacrah, retribus dacrah dan pembuatan laporan.

b. menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

€. menghimpun dan mengelola data obyek pajak dacrah dan retribus; daerah

yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan untyuk dibuat dalam
registrasi, pengklasifikasian Jenis dan golongan pajak daerah dan retribusi
daerah.

d. memberikan pelayanan informasi secara teknis atas pajak daerah dan

retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribus; dacrah serta pihak

lain yang memerlukan,
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)

a

membantu melakukan penyampdian SPOP PBB kepada para wajib pajak
dan menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang
ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4) Bidang Penetapan mempunyai tugas yaitu:

a. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak daerah dan
Retribusi Daerah melalui Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah

b. melakukan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan
Retribust Dacrah,

¢. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olah Kepala Dinas

Bidang penectapan terdiri dari -

a. Seksi Perhitungan

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas vaitu:

a. menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah dan retribusi
daerah yang terutang,

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan.

Seksi penerbitan surat ketetapan mempunyai tugas vaitu:

a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Rc:tril;'usi serta
Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya.

b. melakukan pemeriksaan dan mencliti kembali penctapan Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah yang terhutang melalui Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

¢. melakukan klarifikasi / pemeriksaan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dengan membandingkan hasil
yang diperoleh / penerimaannya.

d. menginventarisasi dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) vang didistribusikan kepada

wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah.
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5).Bidang Pembukuan dan Penagihan hempunyai tugas vaitu:

a.

o

melaksanakan pencatatan penerimaan dari pemungutan / pembayaran /
penyctoran pajak daerah dan retribusi dacrah ke dalam kartu Jenis pajak
daerah dan retribusi daerah, kartu pengawasan pembayaran dan daftar

himpunan pokok pembayaran.

- melaksanakan kegiatan penagihan pajak dacrah dan retribusi daerah serta

pajak bumi dan bangunan.
melakukan perhitungan jumlah angsuran / pemungutan / pembayaran /
penyctoran atas permohonan wajib pajak dacrah dan retribusi dacrah vang

disetujui.

Bidang pembukuan dan penagihan terdiri dari:

a.
b.

Seksi pembukuan dan pelaporan.

Seksi penagihan.

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas vaitu:

d.

b.

menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan Surat Ketetapan lainnya.
menyiapkan laporan periodik  realisasi  penerimaan dan  tunggakan
pendapatan asli daerah.

menyiapkan laporan berkala realisasi penerimaan dan persediaan benda
berharga.

melaksanakan tugas-tugas lain  yang diberikan oleh  kepala bidang

pembukuan dan penagihan.

Scksi penagihan mempunyal tugas yaitu:

d.

melakukan perhitungan kembali atas pajak daerah dan retribusi dacrah yang
terdapat pada wajib pajak dan wajib retribusi Maupun pada petugas

pemungut.

- menerima dan melayani surat permohonan keringanar penctapan pajak atau

retribusi.
membantu melaksanakan penagihan terhadap bagi hasil pajak dan bukan

pajak.
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6). Bidang Teknik Sarana dan Prasarar;a Pasar mempunyai tugas vaitu:
& menyelenggarakan perencanaan pengadaan saran dan prasarana serta
menyiapkan standard harga untuk pemakaian stand.

b. melaksanakan tugas penilaian dan rekomendas; perencanaan stand.

¢. melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan bidang teknik sarana dan
prasarana pasar.

Bidang teknik sarana dan prasarana pasar terdiri dari-

a. Seksi penatausahaan retribusi pasar.
b. Scksi operasional pasar.
Seksi penatausahaan retribusi pasar mempunyai tugas yaity:
a. mengumpulkan, menyusun secara sistematis dan mengolah data di bidang
pendapatan dan jumlah pedagang di lingkungan pasar.
b. menyelenggarakan pengelolaan pendapatan retribusi.
¢. membukukan semua penerimaan pada buku harian
Seksi operasional pasar mempunyai tugas yaitu:

a. melaksanakan usaha dan kegiatan pengawasan dan pengamanan teknis
operasional pasar,

b. mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan
ketertiban pasar. serta melaksanakan tindakan vang bersifat preventif
maupun represit dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban pasar.

7). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintah kabupaten sesuaj keahliannya.
8). Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) mempunvarl kedudukan scbagai unsur

pelaksana teknis operasional dinas.
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3.5 Pengangkatan dan Pemberhentiar dalam Jabatan

1.

.l\.)

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah dari pegawai negert sipil yang memenuhi Syarat.

Kepela Bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi. kepala
UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dacrah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Kelompok jabatan fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaky.
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BAB V
KESIMPUILAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data-data vang telah
terkumpul mengenai pelaksanaan administrasi penagthan pajak reklame, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut -

I. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Jember di bidang pendapatan yang dipimpin olch
seorang kepala dinas yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati.
Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di
bidang pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi antara lain -

Merumuskan kebijaksanaan dij bidang pendapatan.

a
b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

o

Pengelolaan dan pengendalian tekhnis di bidang pendapatan.
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas,

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri darj -

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha

¢. Bidang Perencanaan dan Pendataan

d. Bidang Penetapan

¢. Bidang Pembukuan dan Penagihan

f. Bidang Tekhnis Sarana dan Prasarana Pasar

Kelompok Jabatan Fungsional

= q

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

2. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilaj sewa reklame yang dihitung
dengan menjumlahkan nila strategis dan nilai jual obyek pajak. Nilaj strategis
dapat ditentukan oleh faktor-faktor antara lain -
a. Guna lahan
b. Ukuran reklame

¢. Sudut pandang reklame
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d. Kelas jalan .
e. Harga titik / lokasi pemasangan reklame
Letak strategis ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut -
a. Klasifikasi A
Pemasangan papan reklame di jalan PB Sudirman, A Yani, Trunojoto,
Gajahmada, Dr Wabhidin. Cokroaminoto,  Kartini.  Sultan Agung,
Diponegoro, Syamanhudi dan Untung suropati
b. Klasifikasi B
Pemasangan papan reklame di wilayah kecamatan kaliwates. patrang,
sumbersari dan diluar wilayah klasifikasi A
¢. Klasifikasi C
Pemasangan reklame diluar wilayah klasifikasi B
Nilai jual obyak pajak adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame yang termasuk
didalamnya biaya pemeliharaan vang didasarkan pada standart biaya yang
dikeluarkan sebagai berikut -
a. Klasifikasi A minimal biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150.000
b. Klasifikasi B minimal biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 100.000
¢. Klasifikasi C minimal biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 75.000

5. Proses pendataan obyck pajak reklame papan adalah scbagai berikut -

a. Petugas mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan terhadap hal-
hal yang berkaitan dengan obyek pajak, misalnya luas papan dan letak
papan reklame.

b. Petugas menyerahkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk diisi

¢. Petugas membawa SPT yang telah diisi untuk diproses menjadi Daftar
Hasil Pendataan ( DHP )

d. DHP ditandatangani oleh kepala dinas pendapatan dacrah

e. DHP diserahkan kembali kepada wajib pajak
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6. Proses penagihan terhadap wajib pajak reklame papan adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendapatan Daerah membuat Surat Ketetapan Pajak berdasarkan
daftar hasil pendataan. SKP berisi keptusan mengenai besarnya pajak yang
harus dibayar oleh wajib pajak yang nersangkutan.

b. SKP diserahkan kepada Bidang Penetapan untuk ditetapkan atau disahkan

c. SKP yang telah ditetapkan ditandatangani olch Kepala Dinas melalui
Kepala Tata Usaha.

d. SKP yang telah ditandatangani didistribusikan ke bagian penctapan dan
bagian pembukuan masing-masing satu lembar untuk arsip, sedangkan tiga
lembar lainnya diserahkan kepada bagian penagihan,

¢. Bagian penagihan membawa SKP tersebut kepada wajib pajak unruk
melakukan penagihan.

f. Hasil yang didapat dari penagihan tersebut diserahkan kepada Bendahara
dengan menggunakan Tanda Setoran (T8).

g. Bendahara menyetor kepada Bank yang ditunjuk oleh Penerintah
Kabupaten.

7. Untuk pemasangan reklame insidentil seperti spanduk, umbul-umbul, baliho
harus mendapat legalitas terlebih dahulu sebelu dipasang. Dalam rangka
mewujudkan Jember terbina dilarang memasang reklame di wilayah segitiga
emas. Apabila tidak mematuhi larangan maka akan diadakan penurunan secara

paksa.
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PEMERINTAH KABUPATEN |
JEMBER [

DINAS PENDAPATAN DAERAH |
|

|

t

SURAT KETEVAPAN PAJAK i, KEHIR
: Tahun ; DID:D

JI. Jawa No. 72 Jember Telp. 337112
JEMBER

Nama

Alamat

.................................................................... 0 0230,1 ‘

- Newep ) [T 7T L] I

Batas penyetoran terakhir tanggal

1 - T
No. Ayat | lenis Pajak I Jumtah
/ |
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Rp.
' Denda Rp.
| Jumlah Ketctapan Pokok Pajak -+ Dendu Rp.

Denda huruf (

PERHATIAN ;

1.

5

Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah |, Bank
Pembangunan Dacrah/ Pemegang Kas Daerah ata 1 Kantor Pos dan Giro.

2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank, Kantor

o

Pos yang berwenang.
- Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku,

Penyetor, a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember
Ka. Sub. Din Pendapatan & Penetapan

NIP.

Kepada Yth. Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/

Pejabar Bank/Pejabat Kantor Giro Pos.
Direktur Utama BPD/ Kepala Kantor

Giro Pos , agar menerima penyetoran
untuk keuntungan rekening Pemegang
Kas Kabupaten Daerah,
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PEMERINTAH KABUPATEN JEBER j SURAT PERMINTAAN PERFORAS] Tanggal

NAS PENDAPATAN DAERSE | . v awan K hurere
i Jows T2 Telp (0331} 337192 Kepada Yth. . Bendaharawan Khusus Benda

Jember ‘ Berharga Dipenda Kabupaten Jember | ovoveveveeeeoerieen

Mohon agar dapat di perforasi sebagai berikut -

- " ! ) Riilai Banyaknya
enis dan Nomor Urut lode ' :
N Kode Lembar Jumlah Blok Ist Blok Jumlah Lembar
|
H |
| !
| : !
| ! 1
i
s e
i :
Disetujui oleh, Diperiksa oleh. Pemohon.
Ka. Dipenda Kabupaten Jember Kasubdin. Ret & Pendpt Lain - lain
N NIP ) NIP

..DPD I - 86
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Lampiran : Tahun Anggaran

TANDA SETORAN NO.

Bendahara Pemerintah Kabupaten Jember, diharap menerima uang sejumial

Model Bend. 17

ialah  pendapatan .___ — S

selama reasa 2001

PERINCIEN SEBEGAI BERIKUT

Ayat ( . ) (Rp.
» - ( — ] .
- ( )
" ( ) .
- A ( :
. AR, ) -
Jumlah Rp.

2001

Setoran lalu semacsm Ro. ini ¢ Dibuat MWI | Tripl
tanggal No.

.+ Quadr. ¢ Fifth.

( Jabatan )

P :

TANDA PENERIM{&AN O._____
(

Jumzlah tersebut diatas Rp. (

( Tanda tangan )

)

telah saya terima
2001

BENDAHARA PEMERINTAH KABUFATEN JEMBER

NO (14050
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PEMERINTAH KABUPATENJEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
Jalan Letjen S Parman No 89 £ 337853 Jember

Nomor
Silat

FLampiran
Perhal

Jember, 29 Desember 2003

KEPADA

0 072,37.436.40.2003 Yth. Sdr. Ka. DISPENDA
- Penting Kabupaten Jember
- di -

D JINPRARTERK KERJA

JEMBER

Memperhatikan Surat Fakultas Ekonomi Univ. Jember. tanggal
22 Desember 2003, Nomor - 49391125.1.4/P.5/2003. Perihal
Permohonan Tjin Mclaksanakan Praktek Kerja

Schubungan dengan hal tersebut diatas apabila tidak mengganggu
kewenangan dan ketentuan yang berlaku dj lingkungan instansi saudara,
maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan praktek kerja
dimaksud, diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa
lcmpuL-‘I\'cu/zrungun seperlunya kepada ¢

Nama . ANITA PUSPANINGTIYAS /01.2467

Alamat - JL. HALMAHERA IIU4 JEMBER.

Pekerjaan - MAHASISWA FAKULTAS EKXONOMI D 111
AK UNIV. JEMBER.

Keperluan : JIN PENELITIAN DALAM RANGKA TUGAS
AKADEMIK.,

Judul . PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN

PAJAK(REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN jEMBER

Waltu . 09 FEBRUARI 2004 S/D 31 MARET 2004

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima
kasth.

'SBANG DAN LINMAS
\TEN JEMBER

Yem b ina TR ]
NIP. 310 063 004

Tembusan : opada Yih,

1

2, 1y

Relitor Univ, Jember,
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS/(PENDAPATAN -DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 - 338975 Fax. 334894 JEMBER 68121

DAFTAR HADIR PKN

NAMA MAHASISWA : ANITA PUSPANINGTYAS.
NIM :  010803102467.
PROGRAM STUDI : D3 EKONOMI/ ADMINISTRASI KEUANGAN.
FAKULTAS . EKONOMI
NO TANGGAL ___ TANDA TANGAN
1 09-02-2004 1 ~AK ~/
2 10-02-2004 g 2 VAl A
3 11-02-2004 3 7 J~X W Al I
4 12-02-2004 n#1 /' 4 o YA
5 14-02-2004 8  Frak IRy
6 16-02-2004 Wy Y e 6 /AT
7 17-02-2004 7 < P 5 Yk
8 18-02-2004 e TR 8 V(AT
9 19-02-2004 9 (AN T 2 [
10 20-02-2004 i VA RS
11 24-02-2004 11 ST AR A B
12 25-02-2004 V-~ 74 12 Vb 4N
13 26-02-2004 13 A=A [
14 27-02-2004 W g. 14 [ AT
15 01-03-2004 15 /™. “@ bl o
16 02-03-2004 [ ‘& V16 ‘ aF =k
17 03-03-2004 5N 7 A A
18 04-03-2004 O TV 18 [ /=) ‘
19 05-03-2004 N e VA= M PN EY
20 08-03-2004 1. A7) 20 ; C AN~
21 09-03-2004 21 / Ha A °] ol - 2 %
22 10-03-2004 S e s 3 [
23 11-03-2004 23 | [ A & ol
24 12-03-2004 BNl 24 ) [/ /l
25 15-03-2004 25 / YAV ol L
26 16-03-2004 Y offete SOE (Nt )
27 17-03-2004 27 ', [ V] ¥, J' oy
28 18-03-2004 o ik 28 [/
29 19-03-2004 29 ¢ 4/’“/ A i
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331 ) 334894 JEMBER

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800 15@)/ 436.32_4 /2004

Yang bertanda tangan dibawabh ini menerangkan bahwa :

Nama . ANITA PUSPANINGTYAS
Program Studi . Mahasiswa Fak. Ekonomi

Diploma lll Universitas Jember
Alamat :JI. Halmahera Ill / 4 Jember

Telah melaksanakan penelitian denga topik -

PELAKSAI\“{\?AN ADMINISTRASI PENAGIHAN PAJAK REKLLAME PADA
DINAS PENDAPATAN DAERA H KABUPATEN JEMBER

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Praktek Kerja N&a_ta di

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sejak tanggal 09 Februari
s/d 19 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Maret 2004

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
- ~KABUPA JEMBER

Drs. Ec. MUNAR|
\Bgnata Tingkat |
NIP. 510 061 544
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UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

KARTU KCJNSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER
Nama ..WI?&.?Q??&W?@?K@ ..........................................................
Nolnduk Mehasiswa : 010803102467
Program Pendidkan  : . DIPLOMA __II.I...
Progrem Stud DIBLOMA III ADMINISTRASI KEUA‘IGAN ) B _
T — PEL, KGN, M MTNTOTR, ST PN, JTH,, I P A4 ;f*'ﬁ_,.m_‘f,
'-’:'_--;’:--. ST if,’ii_{"'- el Tae o 8 .‘__': .""7;.-'.~.‘.:J' :'..' Dh
Pembimbing e, Ol LT, W’
Tanggal Persetujuan Mulai tanggal
KONSULTASI - TANDA TANGAN
NO. PADA TANGGAL MASALAH YANG DIBICARAKAN __PENBIMBING
T .- —Fz.bmqr: <04 /{Gc_ /J/Z),bO(ZLL\ b @
2. ' 2
3 1R [ 2004 | Procedys Pengrhen hubcep, |3~
4. Plaldonconye | Jha eon Qe
5, { 5.
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